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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Bahwa berdasarkan hasil kajian terhadap rumusan permasalahan dalam penulisan 

hukum ini, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa kewenangan kurator untuk memperoleh keterangan mengenai 

nasabah debitur pailit beserta simpanannya tidak bertentangan dengan prinsip 

kerahasiaan bank, meskipun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak 

mengatur kurator sebagai pihak yang dikecualikan dalam rahasia bank, 

karena ketentuan yang memberikan kewenangan kepada kurator untuk 

membuka keterangan nasabah debitor pailit beserta simpanannya dalam 

undang-undang kepailitan merupakan lex specialis derogate legi generalis, 

sehingga meskipun tidak disebutkan Kurator atau kepailitan sebagai 

pengecualian dalam rahasia bank, tetap Kurator demi hukum memiliki 

kewenangan tersebut.  

2. Konsekuensi Yuridis dari adanya Pasal 105  Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang adalah Kurator memiliki kewenangan untuk memperoleh segala 

keterangan keuangan milik debitur pailit pada bank. Kurator tidak perlu 

memerlukan persetujuan atau ijin daripada debitur pailit meskipun dalam 
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keadaan diluar pailit persetujuan atau ijin itu diperlukan. Tidak ketentuan 

yang mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan dari Pasal 105 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, khususnya pengaturan mengenai persyaratan 

administrasi atau protokol bagi kurator maupun pihak bank yang hendak 

memperoleh atau memberikan data nasabah debitur pailit, sehingga kebijakan 

antar bank berbeda-beda. Diferensiasi syarat dokumen antar bank memiliki 

konsekuensi yuridis lain yaitu berpotensi menyebabkan conflict of interest  

dan ketidakpastian hukum antara Pihak bank dengan kurator yang 

diakibatkan tidak ada unifikasi dokumen administrasi yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan 

B. SARAN 

      Saran yang dapat diberikan dalam Penulisan hukum/ skripsi ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Pihak yang terlibat dalam kepailitan, yakni bank, khususnya seluruh pejabat 

dan pegawainya yang menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagai Standar Operasional Prosedur Perbankan sebaiknya 

memahami asas berlakunya peraturan perundang-undangan, sinergitas antara 

undang-undang perbankan dengan undang-undang kepailitan, serta 

kewenangan-kewenangan kurator untuk mencegah potensi konflik 

kepentingan  
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2. Unifikasi ketentuan mengenai Protokol dan syarat administrasi sangatlah 

penting untuk mencegah adanya potensi konflik kepentingan akibat adanya 

kebijakan antar bank yang berbeda-beda mengenai protokol dan syarat 

administrasi bagi Kurator yang hendak memperoleh segala informasi yang 

berkaitan dengan keadaan keuangan debitur pailit pada suatu bank, oleh 

karena itu sebaiknya perlu adanya suatu peraturan yang mengunifikasi standar 

administrasi dan protokol bagi kurator yang hendak memperoleh informasi 

tersebut. 
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